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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap 

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara 

lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Keuangan Daerah. 

Proses penyusunan dokumen PPAS APBD Kabupaten Banyuasin 

Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan 

dari proses penyusunan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 

2021 dengan didasarkan kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

APBD . PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan 

dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD 

terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di 

masing‐masing OPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu 
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sementaratersebutsetelah penandatangan kesepakatan antara Kepala 

Daerah dan Pimpinan DPRD tentang Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.  

Penyusunan PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD 

(KUA) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 

2021 . 

 

2. Tujuan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten 

Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati antara Bupati 

Banyuasin dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin menjadi dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang dapat disesuaikan kembali 

apabila terjadi Perubahan Pendapatan terutama menyangkut besaran 

definitif transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang datanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 
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Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan memperhatikan:  

1. Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap RAPBD 

Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 ; 

2. Peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan 

pemerintah secara lebih optimal; 

3. Perwujudan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya 

peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. 

4. Perwujudan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.  

 

3. Dasar Hukum 

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020, berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 

224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah, 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah,  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021, 

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3808Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2006 – 2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

17.  Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 149 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2021. 
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BAB II 

RENCANA PENDAPATAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

Selaras dengan arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan analisis potensi sumber‐sumber 

pendapatan, maka Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 

diperkirakan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebesar 

Rp.2.165.717.705.054,72 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah 

secara keseluruhan sebesar Rp.224.750.273.749,72, Pendapatan Transfer 

yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan 

transfer antar daerah sebesar Rp.1.814.515.791.305,00 dan Pendapatan 

Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal 

dari lain – lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan secara keseluruhan sebesar Rp.126.451.640,00.  
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Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 

sumber Pembiayaan Daerah tergambar dalam tabel 2.1 dibawahini:  

Tabel. 2.1 
Estimasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021  

 
URAIAN ESTIMASI TAHUN 2021 

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 224.750.273.749.72 

 1. Pajak Daerah Rp.  157,830,000,000.00  

 2. Retribusi Daerah Rp.  10,497,000,000.00  

 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.  6,427,468,649.72  

 4.Lain -lain PAD yang Sah Rp.  49,995,805,100.00  

II. PENDAPATAN TRANSFER Rp. 1.814.515.791.305,00 

 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp.  1,723,901,471,000.00  

 2. Pendapatan Trasnfer Antar Daerah Rp.  90,614,320,305.00  

III. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp.  126.451.640.000,00  

 1. Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang - Undangan 

Rp. 126,451,640,000.00 

 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Rp. 2.165.717.705.054,72 

 
Sumber : Bapenda Kabupaten Banyuasin, 2020 

Tabel%20PPAS%202021%20Part%201%20(rancangan).xlsx
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BAB III 

RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

Sejalan dengan tema pembangunan Nasional “Mempercepat 

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” maka Tema Pembangunan 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 adalah : maka sesuai dengan kondisiglobal 

pandemic COVID-19 ini tentu memberikan pengaruh terhadap pencapaian 

target anggaran di Kabupaten Banyuasin, dalam pencapaian sasaran 

Kabupaten Banyuasin tahun 2021 juga menyesuikan agenda pemulihan 

ekonomi dan sosial sesuai dengan tema nasional. Untuk itu perekonomian 

domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh 

dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus 

didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat 

dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif 

padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting 

karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Disamping itu diatas tentunya juga tetap 

memperhatikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan terhadap 

sektor-sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial, Pengembangan 

Wilayah, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Tata Kelola 

Pemerintahan serta Hukum, Kamtibnas, Politik dan Linmas.  
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Selaras dengan fokus dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 adalah berfokus pada Pembangunan dan 

Pengembangan sumber daya manusia, Meningkatkan pemerataan 

pembangunan antar wilayah, peningkatan nilai tambah dan pengembangan 

potensi unggulan daerah secara berkelanjutan dan stabilitas keamanan dan 

reformasi birokrasi. Maka, dalam rangka mendukung tercapainya visi dan 

misi daerah. 

Maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan 

sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 

daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan 

dalam kebijakan umum anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib 

pelayanan dasar,urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar,urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang, unsur 

pendukung, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan 

umum. 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja 

daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan program yang berorientasi 

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan 
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prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya.  

Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang 

terukur serta tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Rencana Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi 

dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. 

Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang 

bersifat wajib dan mengikat.  

Kebijakan Belanja Baerah Tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan 

pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, 

antara lain: 

⚫ Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 

persen dari total belanja daerah setiap tahun. Dalam rangka peningkatan 

indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama 

Sekolah (AMH dan RLS). 

⚫ Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari 

total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas 

pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan 
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masyarakat, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui 

pendekatan preventif dan kuratif. 

⚫ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah. 

⚫ Peningkatan program revitalisasi pertanian/ketahanan pangan melalui 

percepatan program upsus dan pengembangan kegiatan agribisnis 

lainnya yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. 

⚫ Peningkataninvestasi, produktivitas UKM dan industri rumah tangga. 

⚫ Belanja Operasional Rutin Kantor yang sudah jelas peruntukannya pada 

Organisasi Perangkat Daerah. 

⚫ Belanja Tak Terduga yang dikhusukan untuk penanganan Pandemi Covid-

19. 

Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan 

pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat. Sebagai berikut : 

⚫   Belanja Operasi  

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek 

diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk sebagai  berikut : 

 

 



PPAS APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 14 

⚫  Belanaj Pegawai  

⚫ Memenuhi gaji pokok dan tunjangan untuk memenuhi 

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota 

DPRD, dan ASN termasuk perhitungan rencana kenaikan 

gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan 

pangkat, tunjangan kelurga, mutasi pegawai, dengan 

memperhitungan acress yang besarnya maksimum 2,5 

persen dari gaji pokok dan tunjangan bahwa kebutuhan  

tersebut yang bersifat wajib dan menjadi skala prioritas 

sedangkan untuk pemberian gaji ke tiga belas dan gaji ke 

empat belas berdasarkan peraturan perundang-undagan. 

⚫ Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan. 

⚫ Tunjangan sertifkasi dan non sertifikasi tenaga pendidikan. 

⚫ Tunjangan tambahan penghasil pegawai diberikan 

berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, 

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau 

pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Perkada 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

⚫ Pengeluaran Honorarium PNS. 

⚫   Belanja Barang dan Jasa , untuk pengeluaran bahan habis 

pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan 
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kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, 

sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, 

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian 

kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan 

PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, 

perjalanan pindah tugas, Honorarium Non PNS, Honorarium 

Narasumber dan lain sebagainya.  

3. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk membayar 

bunga hutang daerah. 

4.  Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa 

yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik 

swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.  

5. Belanja Hibah  diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pencapaian 
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Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun agganran sampai 

penerima bantuan telah lepas dari resiko sosialsesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perulndang-undangan. 
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Pada belanja kebijakan yang diambil adalah disesuaikan 

dengan prioritas tahunan dan kebijakan pembiayaan antaranya 

membuat perkiraan yang dimungkinkan pada penerimaan 

pembiayaan yakni melakukan estimasi SILPA dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 

sebelumnya, dan pada pengeluaran pembiayaan seperti 

memenuhi seluruh komitmen daerah pada pihak ketiga yang 

telah jatuh tempo serta penyertaan modal pada Bank SUMSEL 

BABEL dan PDAM Tirta Betuah. 

⚫   Belanja Modal 

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 

akuntansi. 

Belanja modal meliputi sebagai berikut :  

⚫ Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai;  

⚫  Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 
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peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 

siap pakai;  

⚫  Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai;  

⚫ Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 

irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 

serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai;  

⚫ Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan  

belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan 
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harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

⚫      Belanja Tidak Terduga 

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga tidak 

mencukupi, menggunakandana dari hasil penjadwalan ulang 

Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas 

yang tersedia serta Penjadwalan ulang capaian Program dan 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diformulasikan terlebih 

dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

⚫      Belanja Transfer 

Belanja transfer sebagai berikut: 

⚫ Belanja Bagi Hasil  merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN/APBD Provinsi yang dialokasikan APBD 

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

⚫ Bantuan keuangan antar daerah kabupaten;  
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⚫ Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten di 

wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten di luar wilayahnya;  

⚫ Bantuan Keuangan Daerah kabupaten ke Daerah 

provinsinya danf atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau  

⚫ Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten kepada 

desa/kelurahan. 

Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, 

belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai Belanja Operasi, 

Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer untuk 

seluruh OPD yang memiliki fungsi koordinasi  terhadap tugas-

tugas umum maupun tugas-tugas tertentu diluar tugas pokok dan 

fungsi OPD dimaksud.  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi 

target prioritas tahun 2021, Jika dibandingkan dengan APBD Induk tahun 

2020, belanja daerah diestimasikan menurun sebesar Rp.429.269.672.104.04 

(empat ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta 

enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah koma empat sen) dari 

belanja Tahun 2020 sebesar Rp.2.612.499.945.331,94 (dua triliun enam ratus 

dua belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus 

empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah koma sembilan puluh 

empat sen) pada Belanja Tahun 2021 sebesar Rp.2.183.230.273.227,90 (dua 
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triliun seratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus 

tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh 

sen). Pada Tahun 2021  belanja daerah ini berasal dari belanja operasi sebesar 

Rp.1.376.481.656.935,68 (satu triliun tiga rtus tujuh puluh enam milyar 

empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu 

sembilan ratus tiga puluh lima rupia koma enam puluh delapan sen), Belanja 

Modal sebesar Rp. 364.441.933.054,23 (Tiga ratus enam puluh empat milyar 

empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima 

puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen) dan Belanja Tidak Terduga 

sebesar Rp.9.787.712.732,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga 

juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan Belanja 

Transfer Sebesar Rp.432.518.970.506,- (empat ratus tiga puluh dua milyar  

lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam 

rupiah). 

Rincian Plafon Anggaran Sementara untuk estimasi Belanja Tahun 

Anggaran 2021dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagaimana berikut : 
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Tabel 3.1 
Estimasi Belanja Tahun Anggaran 2021 

BELANJA 
PLAFON ANGGARAN SEMENRAEA 

BELANJA 

I. BELANJA OPERASI Rp.  1,376,481,656,935.68  

 Belanja Pegawai Rp.  719,665,556,815.73  

 Belanja Barang dan Jasa Rp.  604,250,534,879.65  

 Belanja Bunga Rp.  16,408,965,240.30  

 Belanja Subsidi Rp.  -  .00  

 Belanj Hibah Rp.  36,156,600,000.00  

 Belanja Bantuan Sosial Rp.  -  .00  

II. BELANJA MODAL Rp.  364,441,933,054.23  

III. BELANJA TIDAK TERDUGA Rp.  9,787,712,732.00 

IV. BELANJA TRANSFER Rp.  432.518.970.506.00  

JUMLAH BELANJA Rp.  2.183.230.273.227,90 

 

Sedangkan rincian Plafon Anggaran Sementara untuk estimasi belanja 

menurut OPD dapat di lihat pada tabelberikut ini : 

Tabel%20PPAS%202021%20Part%201%20(rancangan).xlsx
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Tabel 3.2 
Estimasi Belanja Menurut OPD Tahun Anggaran 2021  

 
 

No URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RUPIAH) TAHUN ANGGARAN 2021 

TOTAL  

BELANJA 
BELANJA OPERASI BELANJA MODAL 

BELANJA 

TRANSFER 

BELANJATIDAK  

TERDUGA 

1 2 3 4 5 6 7 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR  1,199,535,758,216.05   860,641,469,152.82   323,165,457,063.22   15,728,832,000.00  0 

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  658,938,506,919.98   604,454,835,919.977   54,483,671,000.000  0 0 

2 Dinas Kesehatan  180,372,141,136.62   148,953,445,136.617   15,689,864,000.000  15,728,832,000.00  0 

3 Rumah Sakit Umum Daerah  39,139,476,808.97   31,419,476,808.970   7,720,000,000.000  0 0 

4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan   115,699,385,383.91   26,627,378,884.07   89,072,006,499.84  0 0 

5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  177,127,957,461.20   22,122,585,812.210   155,005,371,648.986  0 0 

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  10,250,255,583.99   10,050,255,583.990   200,000,000.000  0 0 

7 Satuan Polisi Pamong Praja  11,939,826,665.47   11,845,282,751.072   94,543,914.400  0 0 

8 Dinas Sosial  6,068,208,255.92   5,168,208,255.92   900,000,000.00  0 0 

B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR  126,984,315,771.39   102,395,194,446.39   22,363,504,325.00   2,225,617,000.00  0 

9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  12,114,886,005.68   7,896,885,530.68   4,218,000,475.00  0 0 

10 Dinas Ketahanan Pangan  5,933,630,575.28   5,906,630,575.28   27,000,000.00  0 0 

11 Dinas Lingkungan Hidup  12,849,164,151.45   11,549,164,151.45   1,300,000,000.00  0 0 

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  19,479,456,028.67   9,003,839,028.67  8,250,000,000.00   2,225,617,000.00  0 

Tabel%20PPAS%202021%20Part%201%20(rancangan).xlsx
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No URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RUPIAH) TAHUN ANGGARAN 2021 

TOTAL  

BELANJA 
BELANJA OPERASI BELANJA MODAL 

BELANJA 

TRANSFER 

BELANJATIDAK  

TERDUGA 

1 2 3 4 5 6 7 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR  1,199,535,758,216.05   860,641,469,152.82   323,165,457,063.22   15,728,832,000.00  0 

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  5,771,872,766.66   5,746,872,766.66   25,000,000.00  0 0 

14 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

 14,974,288,167.62   13,378,412,167.62  

 1,595,876,000.00  0 0 

15 Dinas Perhubungan  26,143,138,630.68   21,685,510,780.68   4,457,627,850.00  0 0 

16 Dinas Komunikasi dan Informatika  12,924,942,571.98   12,304,942,571.98   620,000,000.00  0 0 

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  4,884,656,742.26   4,184,656,742.26   700,000,000.00  0 0 

18 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  6,849,439,602.01   6,329,439,602.02   520,000,000.00  0 0 

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  5,058,840,529.10   4,408,840,529.10   650,000,000.00  0 0 

C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  67,998,776,092.31   57,720,756,742.31   10,278,019,350.00  0 0 

20 Dinas Perikanan  7,678,003,763.71   7,439,298,863.71   238,704,900.00  0 0 

21 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural  29,456,589,922.17   29,106,589,922.17   350,000,000.00  0 0 

22 Dinas Perkebunan dan Peternakan  9,291,955,163.18   9,102,955,163.18   189,000,000.00  0 0 

23 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah  21,572,227,243.25   12,071,912,793.25   9,500,314,450.00  0 0 

D URUSAN PEMERINTAHAN PENDUKUNG  157,285,700,714.26   143,201,235,398.26   14,084,465,316.00  0 0 

24 Sekretariat Daerah   76,205,980,685.26   67,322,015,369.26   8,883,965,316.00  0 0 

25 Sekretariat DPRD  81,079,720,029.00   75,879,220,029.00   5,200,500,000.00  0 0 

F URUSAN PEMERINTAH PENUNJANG  557,761,813,943.20   113,810,130,705.20   1,645,000,000.00   432,518,970,506.00   9,787,712,732.00  
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No URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RUPIAH) TAHUN ANGGARAN 2021 

TOTAL  

BELANJA 
BELANJA OPERASI BELANJA MODAL 

BELANJA 

TRANSFER 

BELANJATIDAK  

TERDUGA 

1 2 3 4 5 6 7 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR  1,199,535,758,216.05   860,641,469,152.82   323,165,457,063.22   15,728,832,000.00  0 

26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 

Pengembangan 

 11,628,040,651.11   11,328,040,651.11   300,000,000.00  

0 0 

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   508,708,808,406.14   65,652,125,168.14   750,000,000.00   432,518,970,506.00   9,787,712,732.00  

28 Badan Pendapatan Daerah   24,500,772,066.40   24,280,772,066.40   220,000,000.00  0 0 

29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  12,924,192,819.54   12,549,192,819.54   375,000,000.00  0 0 

G UNSUR PEMERINTAH PENGAWASAN  6,145,904,883.31   5,645,904,883.31   500,000,000.00  0 0 

30 Inspektorat Kabupaten  6,145,904,883.31   5,645,904,883.31   500,000,000.00  0 0 

H UNSUR PEMERINTAH KEWILAYAHAN  62,288,257,458.22   46,625,592,740.14   15,662,664,718.09  0 0 

31 Kecamatan Banyuasin I  4,350,529,081.02   3,462,099,722.17   888,429,358.85  0 0 

32 Kecamatan Banyuasin III  5,894,200,572.41   4,044,444,960.24   1,849,755,612.17  0 0 

33 Kecamatan Betung   3,579,064,643.92   2,257,516,945.74   1,321,547,698.18  0 0 

34 Kecamatan Rantau Bayur  2,072,779,756.10  1,707,207,627.16 365,572,128.94 0 0 

35 Kecamatan Pulau Rimau  2,136,265,255.17  1,559,201,504.87 577,063,750.30 0 0 

36 Kecamatan Talang Kelapa  12,874,009,919.63  10,045,051,439.96 2,828,958,479.67 0 0 

37 Kecamatan Rambutan   3,636,844,001.22   2,935,306,150.35   701,537,850.87  0 0 

38 Kecamatan Tungkal Ilir  1,930,742,685.23   1,163,970,388.02   766,772,297.21  0 0 

39 Kecamatan Tanjung Lago  2,052,579,823.32   1,462,789,268.88   589,790,554.44  0 0 
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No URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RUPIAH) TAHUN ANGGARAN 2021 

TOTAL  

BELANJA 
BELANJA OPERASI BELANJA MODAL 

BELANJA 

TRANSFER 

BELANJATIDAK  

TERDUGA 

1 2 3 4 5 6 7 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR  1,199,535,758,216.05   860,641,469,152.82   323,165,457,063.22   15,728,832,000.00  0 

40 Kecamatan Sembawa  1,868,230,261.93   1,322,204,668.33   546,025,593.60  0 0 

41 Kecamatan Suak Tapeh  1,962,442,231.55   1,527,044,800.55   435,397,431.00  0 0 

42 Kecamatan Banyuasin II  1,597,764,479.47   1,124,782,171.55   472,982,307.92  0 0 

43 Kecamatan Makarti Jaya  3,299,876,419.31   1,771,580,985.43   1,528,295,433.88  0 0 

44 Kecamatan Muara Padang  2,556,286,831.44   1,984,954,969.25   571,331,862.19  0 0 

45 Kecamatan Muara Sugihan   2,288,297,634.95   1,721,853,147.65   566,444,487.30  0 0 

46 Kecamatan Muara Telang   1,928,397,043.06   1,617,487,475.45   310,909,567.61  0 0 

47 Kecamatan Air Salek  1,966,193,715.68   1,594,574,912.45   371,618,803.23  0 0 

48 Kecamatan Sumber Marga Telang  1,600,908,082.20   1,333,896,203.15   267,011,879.05  0 0 

49 Kecamatan Air Kumbang   1,993,612,515.52   1,579,363,785.35   414,248,730.17  0 0 

50 Kecamatan Selat Penuguan  1,644,106,283.56   1,453,135,392.05   190,970,891.51  0 0 

51 Kecamatan Karang Agung Ilir  1,055,126,221.54   957,126,221.54   98,000,000.00  0 0 

I UNSUR PEMERINTAH UMUM  5,229,746,149.17   4,139,293,413.04   1,090,452,736.13  0 0 

52 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  5,229,746,149.17   4,139,293,413.04   1,090,452,736.13  0 0 

 TOTAL BELANJA  2,183,230,273,227.90   1,334,179,577,481.47   388,789,563,508.44   450,473,419,506.00   9,787,712,732.00  
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BAB IV 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

BERDASARKAN PROGRAM /KEGIATAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 

 

 

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 

Penataan urusan pemerintahan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara 

berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang 

akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan 

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah, maka urusan pemerintahan Kabupaten Banyuasin 

terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar,urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,urusan 

pemerintahan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur 

pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. 
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Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 7 

(enam) bidang urusan pemerintahan diselenggarakan oleh 8 

(tujuh) Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi:  

⚫ Pendidikan; 

⚫ Kesehatan; 

⚫ Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang;  

⚫ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

⚫ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat; 

⚫ Sosial 

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri 

dari 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan 

diselenggarakan 11 (sebelas)  Organisasi Perangkat Daerah yakni:  

⚫ Tenaga Kerja; 

⚫ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

⚫ Pangan; 

⚫ Pertanahan; 

⚫ Lingkungan Hidup;  

⚫ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 

⚫ Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

⚫ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
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⚫ Perhubungan;  

⚫ Komunikasi dan Informatika; 

⚫ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

⚫ Penanaman Modal; 

⚫ Kepemudaan dan Olahraga; 

⚫ Statistik; 

⚫ Persandian; 

⚫ Kebudayaan; 

⚫ Perpustakaan; 

⚫ Kearsipan. 

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) 

bidang urusan pemerintahan diselenggarakan oleh 3 (tiga) 

Organisasi Perangkat Daerah yakni: 

⚫ Kelautan dan Perikanan; 

⚫ Pariwisata; 

⚫ Pertanian; 

⚫ Kehutanan; 

⚫ Energi dan Sumber Daya Mineral; 

⚫ Perdagangan; 

⚫ Perindustrian; 

⚫ Transmigrasi. 
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Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang terdiri dari  2 (dua) 

bidang urusan pemerintahan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat 

Daerah yang terdiri dari: 

⚫ Sekretariat Daerah; 

⚫ Sekretariat DPRD. 

Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung terdiri dari  7 

(tujuh) bidang urusan pemerintahan oleh 4 (empat) Organisasi 

Perangkat Daerah yang terdiri dari: 

⚫ Perencanaan; 

⚫ Keuangan; 

⚫ Kepegawaian; 

⚫ Pendidikan dan Pelatihan; 

⚫ Penelitian dan Pengembangan; 

⚫ Penghubung; 

⚫ Pengelola Perbatasan Daerah. 

Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan terdiri dari  1 

(satu) bidang urusan pemerintahan oleh 1 (satu) Organisasi 

Perangkat Daerah yang terdiri dari: 

⚫ Inspektorat. 
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Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan terdiri dari  1 

(satu) bidang urusan pemerintahan oleh 21 (dua puluh satu) 

Organisasi Perangkat Kecamatan yang terdiri dari: 

⚫ Kecamatan. 

Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum terdiri 

dari  1 (satu) bidang urusan pemerintahan oleh 1 (satu) 

Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 

⚫ Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Berdasarkan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin, maka Plafon 

Anggaran Sementara Tahun 2021 Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3808Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 



 

TABEL PPAS 2021 

(CEK HALAMAN)  

Ada 239 halaman excel 
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BAB V 

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 

 

 

Terkait Rancana Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Pinjaman Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan melakukan pinjaman ke PT. Sarana 

Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus 

milyar rupiah) dalam beberapa program/kegiatan sebagai berikut : 

a.   Program/Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan; 

b.   Program/Kegiatan Pembangunanan Jembatan; 

c.  Program/Kegiatan Pembangunan Rice Milling Plan (RMP).  

 Sumber lain Penerimaan Daerah selain Pendapatan Daerah juga 

berasal dari Penerimaan Pembiayaan . Penerimaan Pembiayaan pada tahun 

2021 diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

Tahun 2020 dan penerimaan pinjaman daerah sebagai penunjang sektor 

dibanding Tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelumnya menurun sebesar 

Rp.115.210.040.623,08 (seratus lima belas milyar dua ratus sepuluh juta 

empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma rupiah). Untuk 

Pengeluaran Pembiayaan berasal dari penyertaan modal (investasi) 
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Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan 

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 

Rp.104.197.472.449,90 (seratus empat milyar seratus sembilan puluh tujuh 

juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus epat puluh sembilan ribu 

rupiah koma sembilan puluh sen), sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut: 

 
Tabel 5.1 

Estimasi Anggaran Pembiayaan Daerah 
Tahun Anggaran 2021 

 

URAIAN 

PLAFON ANGGARAN 

SEMENTARA 

I. PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp.  130.210.040.623,08  

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp.  115.210.040.623,08  

 Penerimaan Pinjaman Daerah Rp.  15.000.000.000,00  

II. PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp.  112.697.472.449,90  

 Penyertaan Modal Daerah Rp.  8.500.000.000,00  

 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp.  104.197.472.449,90  

 PEMBIAYAAN NETTO Rp.  17.512.568.173,18  

 

BAB VI 

PENUTUP 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyuasin 

merupakan pedoman pelaksanaan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 

2021 yang berisi ketentuan‐ketentuan yang telah disepakati oleh 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tabel%20KUA%20Tahun%202021%20(rancangan).xlsx
Tabel%20KUA%20Tahun%202021%20(rancangan).xlsx
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(DPRD) Kabupaten Banyuasin. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) berfungsi sebagai panduan untuk Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di dalam melaksanakan program dan kegiatan. 

 

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Keuangan Daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS)dapat berlangsung dengan lancar agar KUA dan PPAS 

dapat disepakati bersama dan menjadi dasar dalam proses penyusunan, 

penyampaian dan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.  

 

 



PPAS APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021  
 


